Dsksktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.TSe
ZARE z
bl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat
pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:
PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bengo, 01 Juli 1975, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SD, tempat
kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Coppo Kawerang, 07 Januari
1978, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXX
XX XX, XXXX XXXXKRKKK, XXXXXXKKK XXXKKKK XXKKX XXKXKKX,
XXXXXXXXX — XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara,
sebagai Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
165/Pdt.P/2023/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah
melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Desember
2012 di Tawau, Malaysia karena keduanya beragama Islam;
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2. Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon I

bernama Gala dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Sudirman;

3. Bahwa akad nikah Pemohon | dengan Pemohon Il disaksikan 2 (dua)

orang saksi bernama Aco, agama Islam, usia 35 tahun dan Ilwan, agama

Islam, usia 40 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon | ke Pemohon Il

berupa uang sebesar RM. 100 dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon Il

berstatus gadis;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan atau

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara’ maupun

peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang
keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rezky, lahir di

XXXXXXXXX XXXXXXXX, 12 Agustus 2015;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il saat ini tidak mempunyai Buku

Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah para Pemohon

sedang berada di Malaysia;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan

Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah untuk menerbitkan buku nikah dan

dokumen-dokumen terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan Pemohon | (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon
Il (PEMOHON 2) pada tanggal 1 Desember 2012 di Tawau, Malaysia;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1)
dengan Pemohon Il (PEMOHON 2) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
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Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman
selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini
disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah
memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum
Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak
disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon |
dan Pemohon Il menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon 1 NIK 7308260107750302 tertanggal 05 Juli 2022.
Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai dengan aslinya, telah di beri meterai cukup dan dinazagelen
kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon 2 NIK 7308264701780002 tertanggal 10 Juni 2020.
Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen
kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor
6501060405210002 kepala keluarga atas nama Pemohon 1 tertanggal
20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah
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dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi
meterai cukup dan dinazagelen kemudian diberi kode P.3;
Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxxxxXx,
bertempat tinggal di xxxxx xxX XxxXX, RT. 54, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, saksi adalah
saudara sepupu dari Pemohon II;

---------- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;
-Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tahun 2012 yang
lalu di Tawau, Malaysia;

------ Bahwa saksi tidak hadir melainkan hanya mendapat kabar saja dari
keluarga;

----Bahwa Para Pemohon datang ke xxxx xxxxxxxxx sudah lebih dari 10
(sepuluh) tahun yang lalu;

---------- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di Xxxx XXxxxxxxx, Para
Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang
anak serta selama itu pula tidak pernah ada yang keberatan terhadap
pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna
mengurus data kependudukan dan keperluan lainnya;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxx XXXxx
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, saksi adalah
saudara sepupu dari Pemohon I;
---------- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;
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-Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tahun 2012 yang

lalu di Tawau, Malaysia;

------ Bahwa saksi tidak hadir melainkan hanya mendapat kabar saja dari

keluarga;

----Bahwa Para Pemohon datang ke xxxx xxxxxxxxx sudah lebih dari 10

(sepuluh) tahun yang lalu;

---------- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di xxxx xxxxxxxxx, Para

Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang

anak serta selama itu pula tidak pernah ada yang keberatan terhadap

pernikahan Para Pemohon;

--------- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon || mengajukan

permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna

mengurus data kependudukan dan keperluan lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini
dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2012 di Tawau,
Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Gala
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dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Sudirman dengan maskawin berupa
uang sebesar RM. 100 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-
masing bernama Aco dan Iwan, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di
KUA, sementara Pemohon | dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
pernikahan sah sebagai suami istri dan untuk keperluan admnimistrasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat
dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon |
dan Pemohon Il berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai
pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Pemohon | dan Pemohon Il serta fotokopi Kartu Keluarga
Pemohon |, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai, oleh karenanya bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.1,
P.2, dan P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3 oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXXX,
oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut
menerangkan identitas Pemohon | dan Pemohon II. Keterangan tersebut
bersesuaian dengan identitas para Pemohon. Oleh karenanya terbukti
Pemohon | dan Pemohon Il merupakan warga dan tinggal di XXXXXXXXX
XXXXXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor
dan Pemohon | sebagai kepala keluarga dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon | dan Pemohon
Il seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :
- Berdasarkan kabar bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami
isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Desember 2012
di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Para Pemohon datang ke xxxx xxxxxxxxx sudah lebih dari 10
(sepuluh) tahun yang lalu;
- Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan keduanya
beragama Islam hingga sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak
bernama Muhammad Rezky;
- Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab atau semenda
atau sesusuan yang melarang mereka untuk menikah serta tidak ada yang
keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;
adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh
karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
---------- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;
-Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tahun 2012 yang
lalu di Tawau, Malaysia;
----Bahwa Para Pemohon datang ke xxxx xxxxxxxxx sudah lebih dari 10
(sepuluh) tahun yang lalu;
----Bahwa selama tinggal di xxxx xxxxxxxxx, Para Pemohon hidup rukun
sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak serta selama itu
pula tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para
Pemohon;
--------- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna
mengurus data kependudukan dan keperluan lainnya
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti jelas

mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga
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yang harmonis dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bari Para
Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut
tidak menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saksi-
saksi menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon hal mana diketahui
orang-orang (Syahadah al-istifadhah)dengan terbuktinya kehidupan Para
Pemohon sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya saksi-saksi yang
demikian dapat dibenarkan terhadap peristiwa pernikahan yang sudah lama
terjadi, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020, dan
pernikahan para Pemohon tersebut telah menjadi pengetahuan umum di
tempat tinggalnya hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan dan
mengingkari perkawinannya para Pemohon (Istidlhar) meskipun telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan para Pemohon
disidangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya
tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana
ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini
dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama
memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-
undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan
perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang
termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab Ushulul Figh halaman 930,

ekea! e s d iy o s Lo gl g2 O gy B S 0

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu

sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai
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sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain

“ .
1

2. Kitab I'anah al-ThalibinJuz 2 halaman 304,
1nSaS” asids O 81,0 > L
e S O -
Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa
dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika
perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;
3. kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :
J9ae pralivng (s 53 o abog vy aimo 4S5 8lrel Lle Tl sl (95
Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang
wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi
yang adil’;
4. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :
arzgill s soeall $99 (sl din lg) wagw L
Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi
seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah
hukum atas pernikahannya“

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam
kesulitan dan penderitan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan
keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang
sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan
kaidah usul figh:

Akl le Jont il 4 B
-
Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”
Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan
tersebut;
Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon

dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memperoleh dokumen
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I

administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat
dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka
permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum,
karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka
Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan
(voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon 1l (PEMOHON 2) pada tanggal 1 Desember 2012 di Tawau,

Malaysia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

XXXXXXXXX XXXXXXX XKXXX XXXXXX; XXXXXXXKX XXXXXXXXS

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama,
S.H.l. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
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Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
Ttd Ttd
Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. Fatchiyah Ayu Novika, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Ttd

Galih Wicaksono, S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp300.000,00
4. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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